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A. PENDAHULUAN 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap merupakan 

Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan 

hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah.  

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkungan 

hidup,pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, 

danpengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan dan 

penaatanlingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya 

danberacun, dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 

hidup; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan penaatan lingkunganhidup, 

pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, 

danpengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan 

dibidang penataan dan penaatan lingkungan hidup, pengelolaan 

sampah,limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengendalian 

pencemaran dankerusakan lingkungan hidup; 

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugasdan 

fungsinya. 



 

B. STANDAR PELAYANAN 

1. Ijin Lingkungan non OSS bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL  

1 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian 
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 
serta Izin Lingkungan. 

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 

f. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Cilacap  

2 Persyaratan a. Rencana usaha dan/ atau kegiatan tahap 
perencanaan 

b. Kesesuaian tataruang 

c. Sesuai kewenangan Komisi Penilai AMDAL 
Kabupaten Cilacap yang telah mendapatkan 
lisensi 

d. Permohonan izin lingkungan dan kelayakan 
lingkungan 

e. Dokumen AMDAL 

f. Profil usaha / kegiatan 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Penerimaan dan penilaian Kerangka Acuan 
(KA) secara administratif 

b. Penilaian KA secara teknis 

c. Persetujuan KA 

d. Penerimaan dan penilaian permohonan Izin 
Lingkungan, AMDAL, RKL-RPL, secara 
administratif 

e. Penilaian AMDAL, RKL-RPL secara teknis 

f. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup berdasarkan AMDAL, RKL-
RPL 

g. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian 



kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 
hidup 

h. Pengumuman permohonan izin lingkungan 
(bersamaan dengan pengajuan penilaian 
AMDAL, RKL-RPL) 

i. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan 
terbitnya SKKLH) 

j. Pengumuman penerbitan izin lingkungan 

4 Jangka waktu penyelesaian 110 hari kerja 

5 Biaya / Tarif Biaya penyusunan dokumen AMDAL dan jasa 
penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Izin 
Lingkungan 

6 Produk pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan bagi usaha / kegiatan 
wajib AMDAL 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer 

b. Printer 

c. Ruang Komisi Penilai AMDAL 

d. Ruang Rapat 

8 Kompetensi Pelaksana a. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / 
C) 

b. Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melalui 
Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten 
Cilacap 

Saran dan masukan disampaikan melalui : 

a. Kegiatan konsultasi publik 

b. Pengiriman e-mail ke sekretariat Komisi Penilai 
AMDAL Kabupaten Cilacap 

c. Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cilacap 

11 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

12 Jaminan pelayanan Terbitnya Izin Lingkungan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 
keselamatan 

Pelayanan penerbitan Izin lingkungan bagi 
rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL 
merupakan pelayanan bebas pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi internal 

b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan R.I.  

 

 



 

2. Ijin Lingkungan dengan OSS bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL  

1 Dasar hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. 

b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : 
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik Lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : 
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 
dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

2 Persyaratan a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

b. Telah mendapatkan Izin Lingkungan 
berdasarkan komitmen 

c. Rencana usaha dan/ atau kegiatan tahap 
perencanaan 

d. Kesesuaian tataruang 

e. Kesesuaian  kewenangan Komisi Penilai 
AMDAL Kabupaten Cilacap yang telah 
mendapatkan lisensi 

f. Permohonan penilaian melalui lembaga OSS 

g. Dokumen AMDAL 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik 

b. Pengisian dan pengajuan Formulir KA 

c. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA 

d. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-
RPL 

e. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup 

4 Jangka waktu penyelesaian a. Pengisian dan pengajuan Formulir Kerangka 
Acuan (30 hari kerja) 

b. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir 
Kerangka Acuan (10 hari kerja) 

c. Penyusunan dan pengajuan ANDAL dan RKL-
RPL (180 hari kerja) 



 

d. Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dan penetapan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup (60 hari kerja) 

5 Biaya / Tarif Biaya penyusunan dokumen AMDAL dan jasa 
penilaiannya dibebankan kepada pemrakarsa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Izin 
Lingkungan 

6 Produk pelayanan Penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup 
atau ketidaklayakan lingkungan hidup 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer 

b. Printer 

c. Ruang Komisi Penilai AMDAL 

d. Ruang Rapat 

8 Kompetensi Pelaksana a. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / 
C) 

b. Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melalui 
Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten 
Cilacap 

Saran dan masukan disampaikan melalui : 

a. Kegiatan konsultasi publik 

b. Pengiriman e-mail ke sekretariat Komisi Penilai 
AMDAL Kabupaten Cilacap 

c. Secara tertulis kepada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Cilacap 

11 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

12 Jaminan pelayanan Terbitnya penetapan keputusan kelayakan 
lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan 
hidup sesuai dengan waktu yang ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 
keselamatan 

Pelayanan penerbitan penetapan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan 
lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/ atau 
kegiatan wajib AMDAL merupakan pelayanan 
bebas pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi internal 

b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan R.I. serta Lembaga OSS 

 

 

 



 

3. Ijin Lingkungan non OSS bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL-UPL 

1 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian 
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 
serta Izin Lingkungan. 

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 

e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Cilacap  

g. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-
UPL serta SPPL di kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan a. Rencana usaha dan/ atau kegiatan tahap 
perencanaan 

b. Kesesuaian tataruang 

c. Permohonan izin lingkungan dan pemeriksaan 
dokumen UKL-UPL 

d. Dokumen UKL-UPL 

e. Profil usaha / kegiatan 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Penerimaan dan pemeriksaan administrasi 
permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL 

b. Pengumuman permohonan Izin Lingkungan 

c. Pemeriksaan substansi UKL-UPL 

d. Penerbitan rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 

e. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan 
penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-
UPL) 

f. Pengumuman penerbitan Izin Lingkungan 

4 Jangka waktu penyelesaian a. Rekomendasi UKL-UPL : 14 hari sejak 
dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap secara 
administrasi. 

b. Izin Lingkungan diumumkan paling lama 5 hari 
kerja sejak diterbitkan 

5 Biaya / Tarif Biaya penyusunan dokumen UKL-UPL  dan jasa 
pemeriksaannya dibebankan kepada pemrakarsa 



sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Izin 
Lingkungan 

6 Produk pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan bagi usaha / kegiatan 
wajib UKL-UPL 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer 

b. Printer 

c. Ruang Komisi Penilai AMDAL 

d. Ruang Rapat 

8 Kompetensi Pelaksana a. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / 
C) 

b. Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  

Saran dan masukan disampaikan melalui : 

a. Kegiatan pemeriksaan UKL-UPL 

b. Pengiriman e-mail/  secara tertulis kepada 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 

11 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

12 Jaminan pelayanan Terbitnya Izin Lingkungan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan 

Pelayanan penerbitan Izin lingkungan bagi 

rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib AMDAL 

merupakan pelayanan bebas pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi internal 

b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Rekomendasi OSS bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL-UPL 

1 Dasar hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. 

b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria  Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : P.26/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup dalam 
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. 

d. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-
UPL serta SPPL di kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

b. Telah mendapatkan Izin Lingkungan 
berdasarkan komitmen 

c. Rencana usaha dan/ atau kegiatan tahap 
perencanaan 

d. Kesesuaian tataruang 

e. Permohonan pemeriksaan dokumen UKL-UPL 

f. Dokumen UKL-UPL 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL; 
dan  

b. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan 
persetujuan rekomendasi UKL-UPL 

4 Jangka waktu penyelesaian a. Formulir UKL-UPL diajukan paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja setelah izin lingkungan 
diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan 
komitmen 

b. Rapat koordinasi pemeriksaan UKL-UPL paling 
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir 
UKL-UPL diajukan Pelaku Usaha. 

c. Jika pada rapat pemeriksaan formulir UKL-UPL 
dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, maka 
pelaku usaha wajib menyampaikan perbaikan 
formulir UKL-UPL kepada instansi lingkungan 
hidup paling lama 5 (lima) hari kerja. 

5 Biaya / Tarif Biaya penyusunan dokumen UKL-UPL  dan jasa 
pemeriksaannya dibebankan kepada pemrakarsa 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



6 Produk pelayanan Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer 

b. Printer 

c. Ruang Rapat 

8 Kompetensi Pelaksana a. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / 
C) 

b. Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  

Saran dan masukan disampaikan melalui : 

a. Kegiatan pemeriksaan UKL-UPL 

b. Pengiriman e-mail/  secara tertulis kepada 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 

11 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

12 Jaminan pelayanan Terbitnya penetapan persetujuan rekomendasi 
UKL-UPL sesuai dengan waktu yang ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 
keselamatan 

Pelayanan penerbitan Izin lingkungan bagi 
rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib UKL-UPL 
merupakan pelayanan bebas pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi internal 
b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah 
dan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan R.I. serta lembaga OSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Pendaftaran SPPL Non OSS  

1 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 
Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian 
dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup 
serta Izin Lingkungan. 

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 

e. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Cilacap  

g. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-
UPL serta SPPL di kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan Pengajuan SPPL usaha dan/ atau kegiatan 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Pengajuan formulir SPPL kepada Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap 
untuk didaftarkan 

b. Verifikasi formulir SPPL 

c. Tanda bukti pendaftaran SPPL 

4 Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran SPPL : tanda bukti pendaftaran 
diberikan paling lama 3 hari sejak formulir 
SPPLdiverifikasi dan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / Tarif Tidak ada biaya (gratis) untuk pendaftaran SPPL 

6 Produk pelayanan Tanda Daftar SPPL 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer     b.Printer 

8 Kompetensi Pelaksana Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  

11 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang 

12 Jaminan pelayanan Tanda daftar SPPL sesuai dengan waktu yang 
ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 
keselamatan 

Pelayanan pendaftaran SPPL bagi rencana usaha 
dan/ atau kegiatan merupakan pelayanan bebas 
pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi internal 



6. Pendaftaran SPPL dengan OSS  

1 Dasar hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik. 

b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria  Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Republik Indonesia Nomor : P.26/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik. 

d. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan 
Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL serta 
SPPL di kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

b. Kesesuaian tata ruang 

c. Pengajuan SPPL usaha dan/ atau kegiatan 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Pengajuan formulir SPPL kepada Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cilacap 
untuk didaftarkan 

b. Verifikasi formulir SPPL 

c. Tanda bukti pendaftaran SPPL 

4 Jangka waktu penyelesaian Pendaftaran SPPL : tanda bukti pendaftaran 
diberikan paling lama 1 hari sejak formulir 
SPPLdiverifikasi dan dinyatakan lengkap 

5 Biaya / Tarif Tidak ada biaya (gratis) untuk pendaftaran SPPL 

6 Produk pelayanan Tanda Daftar SPPL 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer  b.Printer 

8 Kompetensi Pelaksana Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap  

11 Jumlah pelaksana 1 (satu) orang 

12 Jaminan pelayanan Tanda daftar SPPL sesuai dengan waktu yang 
ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan 

Pelayanan pendaftaran SPPL bagi rencana usaha 

dan/ atau kegiatan merupakan pelayanan bebas 

pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi internal 

 



7. Ijin Lingkungan non OSS bagi usaha dan/ atau kegiatan wajib DPLH 

1 Dasar hukum a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor : P.102/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman 
PenyusunanDokumen Lingkungan HidupBagi 
Usaha dan / atau Kegiatan Tetapi Belum 
Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. 

d. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Cilacap 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Kabupaten Cilacap  

f. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-
UPL serta SPPL di kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan 

b. Telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan 

c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan 
rencana tata ruang 

d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau 
memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi 
dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e. Dilaksanakan sesuai dengan perintah 
melaluipenerapan sanksi administratif berupa 
paksaan pemerintah dari Bupati 

3 Sistem mekanisme dan 
prosedur 

a. Pengajuan permohonan pemeriksaan DPLH 
kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup 
Kabupaten 

b. Pemeriksaan DPLH  

c. Penerbitan rekomendasi Persetujuan  DPLH 

d. Penerbitan Izin Lingkungan (bersamaan dengan 
penerbitan Rekomendasi Persetujuan DPLH) 

4 Jangka waktu penyelesaian Izin Lingkungan: 14 hari sejak dinyatakan lengkap 
secara administrasi. 

5 Biaya / Tarif Biaya penyusunan DPLH   dan jasa pemeriksaan 
nya dibebankan kepada pemrakarsa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Izin 
Lingkungan 

 



6 Produk pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan bagi usaha / kegiatan 
wajib DPLH 

7 Sarana, prasarana / fasilitas a. Laptop/Komputer 

b. Printer 

c. Ruang Rapat 

8 Kompetensi Pelaksana a. Pernah mengikuti kursus/diklat AMDAL (A / B / 
C) 

b. Pernah mengikuti kursus/diklat teknis bidang 
lingkungan hidup 

9 Pengawasan internal Berjenjang sesuai dengan susunan organisasi 

10 Penanganan pengaduan, 
saran dan masukan 

Penanganan pengaduan melalui Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap  

Saran dan masukan disampaikan melalui : 

a. Kegiatan pemeriksaan DPLH 

b. Pengiriman e-mail/  secara tertulis kepada 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 

11 Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang 

12 Jaminan pelayanan Terbitnya Izin Lingkungan sesuai dengan waktu 
yang ditentukan 

13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan 

Pelayanan penerbitan Izin lingkungan bagi 

rencana usaha dan/ atau kegiatan wajib DPLH 

merupakan pelayanan bebas pungli.  

14 Evaluasi kinerja pelaksana a. Evaluasi internal 

b. Evaluasi eksternal oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Pengaduan Kasus Pencemaran / atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

1 Dasar 
hukum 

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia 
Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesai 
Sengketa Lingkungan Hidup 

2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian 
Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup 

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.09 
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan 
Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran 
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.02 
Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi 
Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2017 
Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan 
Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 

6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 36 tahun 2017 Tentang 
Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan 
Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan 
Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan Ada informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi 
yang bertanggungjawab, mengenai dugaan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan 

3 Sistem 
mekanisme 
dan prosedur 

1. Mekanisme Pelayanan 
a. Penerimaan pengaduan secara tertulis atau lisan 
b. Penelaahan terhadap pengaduan yang diterima 
c. Verifikasi pengaduan 
d. Laporan dan Rekomendasi hasil tindak lanjut 

verifikasi 
e. Menginformasikan perkembangan dan hasil tindak 

lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu 
2. Prosedur dan Jangka Waktu 

 

No URAIAN 
Kepala 

Kelurahan 
/ Desa 

Camat 

Kepala 
Instansi 

Lingkungan 
Hidup 

Jangka 
Waktu 

Ket. 

1 Pengaduan 
adanya 
pencemaran 
dan atau 
perusakan 
lingkungan 
hidup 

V V V 7hari  

2 Laporan 
kepada 
Bupati cq. 
Kepala 

  V 7 hari  



Instansi LH 

3 Pejabat 
berwenang 
menugaskan 
unit kerja 
pengelolaan 
pengaduan 
untuk 
telaahan 
dan 
klarifikasi 
termasuk 
kasus 
lingkungan 
hidup atau 
bukan 

   14 hari  

4 Verifikasi 
kasus 

   30 hari  

5 Verifikasi 
lanjutan 

 
 
 
 
 

  30 hari 

Apabila 
kasus 
belum dapat 
diselesaikan 
pada 
verifikasi 
ke-1 

 

4 Jangka 
waktu 
penyelesaian 

7 - 60 hari (tergantung jenis pengaduan) 

5 Biaya / Tarif Tidak dipungut biaya 

6 Produk 
pelayanan 

Pelayanan pengaduan kasus 

7 Sarana, 
prasarana / 
fasilitas 

1. Kendaraan roda empat dan/atau roda dua 
2. APD/pakaian safety 
3. Kamera 
4. GPS 
5. Laptop/Komputer 
6. Printer 
7. Kertas 
8. Handphone/telepon 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

1. SDM yang sudah mengikuti Diklat teknis  
2. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) 

9 Pengawasan 
internal 

1. Supervisi atasan langsung 
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan 

pengawasan fungsional oleh inspektorat 
3. Dilaksanakan secara kontinyu 
4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi 

10 Penanganan 
pengaduan, 
saran dan 
masukan 

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan 
secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada 
Kepala DLH Kabupaten Cilacap 
Jl. MT. Haryono No. 79 Cilacap 

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan 
langsung via Telepon/Fax : 0282 533703 



11 Jumlah 
pelaksana 

4 orang 

12 Jaminan 
pelayanan 

Informasi  diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat 
dipertanggungjawabkan 

13 Jaminan 
keamanan 
dan 
keselamatan 

Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya 

14 Evaluasi 
kinerja 
pelaksana 

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 
minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan 
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan 
kinerja pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional 

Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil   

1 Dasar hukum ➢ PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun 

➢ Per Men LHK Nomor 

P.95/MENLHK/Setjen/KUM.1/11/2018 

tentang Perizinan Pengelolaan Limbah 

Bahan Berbahaya dan Beracun   

Terintegrasi dengan Izin Lingkungan 

Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik 

2 Persyaratan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha 

Jasa dan Izin  Operasional Pengelolaan 

Limbah B3 untuk Penghasil dengan cara 

mengajukan Permohonan pemenuhan 

komitmen dengan melampirkan : 

1. NIB 

2. Izin pengelolaan LB3 untuk Usaha Jasa 

dan Izin Opersaional Pengelolaan Lb3 

untuk Penghasil dengan Komitmen 

3. Pernyataan Pemenuhan Komitmen, 

yang dilengkapi dengan Dokumen 

Teknis, mengenai kewajiban 

pemenuhan persyaratan teknis meliputi : 

a. Keterangan tentang lokasi 

b. Jenis Limbah yang akan dikelola 

c. Sumber, karakteristik, dan kode 

limbah B3 yang akan dikelola 

d. tata letak dan desain kontruksi lokasi 

dan/atau bangunan pengelolaan 

limbah B3 

e. Uji Kualitas Lingkungan 

(pengumpulan) 

f. Uraian pengelolaan limbah B3. 



g. Diagram alir pengelolaan LB3 

h. Jenis dan spesifikasi peralatan 

pengelolaan LB3 

i. Perlengkapan Sistem tanggap 

darurat 

j. tata letak saluran drainase untuk 

penyimpanan LB3 fase cair. 

k. asuransi pencemaran lingkungan  

• utk perpanjangan izin 

dikecualikan huruf j dan k. 

3 Sistem mekanisme dan 

prosedur 

1.. Pelaku Usaha Mengajukan permohonan 

perizinan dan Rekomendasi kepada 

Bupati Cilacap melalui Lembaga OSS 

2.  Lembaga OSS menerbitkan Dokumen 

NIB dan Izin pengelolaan LB3 untuk 

Usaha Jasa dan Izin Opersaional 

Pengelolaan Lb3 untuk Penghasil 

dengan Komitmen. 

3. Pelaku Usaha mengajukan permohonan 

pemenuhan komitmen kepada Bupati 

cq. Instansi LH untuk kegiatan : 

a. Pengumpulan limbah B3 skala    

Kabupaten/Kota; dan 

b. Penyimpanan Limbah B3; 

yang dilengkapi dengan point 2) dan 

pernyataan pemenuhan komitmen.yang 

dilengkapi dokumen teknis. 

4. Kepala Instansi LH melakukan 

pengawasan terhadap pemenuhan 

komitmen dengan tahapan : 

a. Validasi Dokumen 

b. Verifikasi 

c. Penerbitan Notifikasi  

5. Dalam hal validasi menyatakan 

permohonan : 



a. lengkap dan benar, instansi LH 

menerbitkan tanda bukti validasi 

b. tidak lengkap dan tidak benar, 

intansi LH menerbitkan tanda bukti 

ketidaklengkapan dokumen 

6. Terhadap permohonan yang 

dinyatakan tidak lengkap, pelaku 

usaha mengajukan kembali kepada 

instansi LH. 

7. Pelaku Usaha yang telah mendapat 

tanda bukti validasi harus memenuhi 

komitmen.sesuai dengan target 

penyelesaian pemenuhan komitmen. 

8. Penyelesaian pemenuhan komitmen 

disusun dalam bentuk Laporan yang 

disampaiakan kepada instansi 

Lingkungan Hidup. 

9. Instansi LH setelah mendapat laporan 

pemenuhan komitmen melakukan 

verifikasi pemenuhan komitmen untuk 

kebenaran antara laporan pemenuhan 

komitmen.dan kebenaran di lapangan. 

10. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen 

teknis. 

11. Menyusun Berita Acara sebagai hasil 

verifikasi. 

12. Berdasarkan Berita Acara Instansi LH 

menerbitkan : 

a. Surat rekomendasi telah 

terpenuhinya komitmen 

b. Surat rekomendasi belum 

terpenuhinya komitmen. 

 

 

 



13. Instansi LH sesuai dengan 

kewenangannya menerbitkan surat 

rekomendasi paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak verifikasi lapangan selesai 

dilaksanakan.  

14. Berdasarkan surat rekomendasi 

tersebut Instansi LH sesuai dengan 

kewenangannya menerbitkan : 

a. Surat Pernyataan telah 

terpenuhinya komitmen 

b. Surat pernyataan belum 

terpenuhinya komitmen. 

15. Surat pernyataan telah terpenuhinya 

komitmen diterbitkan bersamaan 

dengan penerbitan : 

a. Notifikasi Persetujuan; atau  

b. Notifikasi penolakan, disertai 

dengan alasan penolakan. 

16. Lembaga OSS dalam hal ini 

DPMPTSP berdasarkan Notifikasi 

menerbitkan Izin pengelolaan LB3 

dan Izin Operasional Pengelolaan 

secara daring pada laman 

http://oss.go.id untuk menerbitkan 

pernyataan definitif maupun 

Pembatalan permohonan Izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha 

Jasa dan Izin  Operasional 

Pengelolaan Limbah B3 untuk 

Penghasil 

4 Jangka waktu 

penyelesaian 

Rekomendasi paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak verifikasi lapangan selesai 

dilaksanakan yang dilanjutkan penerbitan 

surat pernyataan pemenuhan komitmen. 

 

http://oss.go.id/


5 Biaya / Tarif Tidak ada tarif biaya 

6 Produk pelayanan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha 

Jasa dan Izin  Operasional Pengelolaan 

Limbah B3 untuk Penghasil 

7 Sarana, prasarana / 

fasilitas 

Tahap administrasi : 

ruang tunggu ber-AC, ruang konsultasi 

Tahap Verifikasi teknis : 

 kendaraan roda 4,  laptop, GPS, Sepatu 

savety, HP/Camara. 

8 Kompetensi Pelaksana Ketua Tim : 

Pejabat PPLHD yang memenuhi 

persyaratan telah mengikuti pelatihan 

pengelolaan LB3 dan/atau telah bekerja 

paling sedikit 2 (dua) tahun dibidang 

pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Anggota Tim : 

Telah mengikuti pelatihan pengelolaan LB3 

dan/atau telah bekerja paling sedikit 1 

(satu) tahun dibidang pengelolaan LH 

9 Pengawasan internal Melalui Pembentukan tim pelaksana 

pelayanan.  

10 Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

Penanganan pengaduan langsung dapat 

disampaikan secara lisan maupun tertulis 

dengan menyampaikan bukti pengaduan 

demikian juga saran dan masukan. No. 

yang dihubungi adalah pelaksana 

pelayanan. 

11 Jumlah pelaksana Jumlah 3 orang : 

1. Kepala Bidang 

2. Kepala Seksi LB3 

3. Staf (Pengendali dampak 

Lingkungan) 

12 Jaminan pelayanan Gratis 

 



13 Jaminan keamanan dan 

keselamatan 

Pelayanan bebas biaya  

14 Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Survey Kepuasan Masyarakat 

 

 

10. Ijin pembuangan air limbah 

1 Dasar hukum Permen LHK Nomor 

P102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 

tentang Tata Cara Perijinan Pembuangan 

Air Limbah Melalui Pelayanan Perijinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

2 Persyaratan 1. NIB ( Nomor Induk Berusaha ) 

2. Ijin Lingkungan Defnitif 

3. Ijin operasional dengan komitmen 

4. Pernyataan pemenuhan komitmen, 

dilengkapi dengan dokumen teknis 

pembuangan air limbah 

3 Sistem mekanisme dan 

prosedur 

1. Pemohon ke OSS untuk permohonan ijin 

komersial / operasional terkait ijin 

pembuangan air limbah 

2. Pemohon menyampaikan permohonan 

pemenuhan komitmenijin komersial / 

operasional terkait ijin pembuangan air 

limbah ke DLH Kab. Cilacap yang 

dilengkapi print out NIB ( Nomor Induk 

Berusaha ), Ijin Lingkungan definitif, , ijin 

komersial / operasional, surat 

pernyataan pemenuhan komitmen 

beramatrai,  dokumen teknis 

pembuangan air limbah dan fakta 

integritas bermatrai. 

3. DLH Kab. Cilacap memvalidasi data 

permohonan pemenuhan komitmen  ijin 

pembuanagn air limbahyang telah 



dilampirkan 

4. DLH Kab. Cilacap menginformasikan 

hasil validasi kepada pemohon : 

a. Apabila hasil validasi belum / 

tidak lengkapmaka pemohon 

harus memenuhi kelengkapannya 

dengan batas waktu maksimal 10 

hari 

b. Apabila hasil validasi lengkap 

maka akan segera dilaksanakan  

verifikasi teknis lapangan 

5. Hasil verifikasi teknis lapangan 

dituangkan dalam Berita Acara 

pemenuhan komitmen : 

a. Apabila komitmen tidak dipenuhi 

maka DLH Kab. Cilacap akan 

menerbitkan rekomendasi belum 

terpenuhinya  komitmen 

b. Apabila komitmen dipenuhi maka 

DLH Kab. Cilacap akan menerbitkan 

rekomendasitelah terpenuhinya 

komiten kepada pemohon dengan 

tembusan DPMPTSP 

6. Rekomendasi tersebutdisampaikan ke 

OSS untuk diterbitkan notifikasi perijinan 

yang telah diterbitkan 

4 Jangka waktu 

penyelesaian 

Penerbitan rekomendasi pemenuhan 

komitmen pembuangan air limbah 

diterbitkan selambat – lambatnya 25 hari 

dari pemenuhan kelengkapan validasi 

5 Biaya / Tarif Gratis 

6 Produk pelayanan Surat rekomensdasipemenuhan komitmen 

pembuangan air limbah diterbitkan 

selambat – lambatnya 25 hari dari 

pemenuhan kelengkapan validasi 



7 Sarana, prasarana / 

fasilitas 

Ruang tunggu ber – AC, parkir luas, toilet 

8 Kompetensi Pelaksana 1. Kemampuan menggunakan komputer 

2. Pengetahuan teknis pengelolaan air 

limbah  dan peraturannya 

 

9 Pengawasan internal Melaksanakan cek dan recek 

10 Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

Sama dengan pelayanan lainnya 

11 Jumlah pelaksana 3 orang 

12 Jaminan pelayanan Memenuhi standar pelayanan publik 

13 Jaminan keamanan 

dan keselamatan 

Bebas pungli 

14 Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Survey Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Pelayanan Persampahan 

9. 1 Dasar hukum Perda Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Sampah dan 

Retribusi Pelayanan Persampahan / 

Kebersihan di Kabupaten Cilacap 

2 Persyaratan ➢ Surat permohonan 

➢ Identitas diri 

➢ Masyarakat dan OPD mengajukan 

permohonan pengangkutan sampah 

dari sumber sampah, TPS / TPS 3R 

ke TPA 

3 Sistem mekanisme 

dan prosedur 

a. Permohonan 

b. Pengangkutan sampah dan 

pembersihan ruas jalan oleh petugas 

DLH 

c. Membayar retribusi ke DLH. 

4 Jangka waktu 

penyelesaian 

a. Pelayanan langsung ( sumber sampah ) 

: 1 – 3 hari 

b. Pelayanan tidak langsung ( TPS / TPS  

3 R ) : tiap hari 

c. Pelayanan kebersiha ruas jalan : tiap 

hari 

5 Biaya / Tarif Tarif pelayanan berdasarkan Perda,  missal 

Rumah permanen pelayanan langsung Rp. 

9,000/bulan tidak langsung Rp.5.500/bulan. 

Biaya tarif 

berdasarkan..................dirinci....cetak 

banner, upload di website. 

6 Produk pelayanan a. Pengangkutan Sampah dari TPS / TPST 

ke TPA 

b. Pengangkutan sampah dari TPS OPD 

ke TPA 

c. Pembersihan ruas jalan di kota Cilacap 

7 Sarana, prasarana / 

fasilitas 

a. Tempat sampah 

b. Gerobak sampah 



c. TPS / TPS 3R 

d. Truk / dump truk / amroll 

e. Eksavator / alat berat 

f. Alat persampahan 

 

8 Kompetensi 

Pelaksana 

a. Sopir truk / amroll : punya SIM dan 

keahlian mengemudi 

b. Opator alat berat : punya SIM dan 

sertifikat keahlian alat berat 

9 Pengawasan internal Pengawasan pelaksanaan pembersihan 

ruas jalan dan pengangkutans ampah 

10 Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

Pengaduan serta penyampaikan saran dan 

masukan dapat ditujukan ke website DLH 

Kabupaten Cilacap.  

11 Jumlah pelaksana ............. 

 

12 Jaminan pelayanan Lingkungan dan TPS menjadi bersih 

 

13 Jaminan keamanan 

dan keselamatan 

Lingkungan menjadi aman dan bersih dari 

kotoran dan penyebaran penyakit.... 

Jaminan keamanan diberikan kepada 

Petugas Kebersihan ruas jalan dan 

pengangkutan sampah. 

 

14 Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Melalui survey kepuasan masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Pelayanan Pengujian Laboratorium 

 

STANDAR PELAYANAN UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

DLH KABUPATEN CILACAP 

 

Standar Pelayanan menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun rancangan 

standar pelayanan publik pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Cilacap : 

 

KomponenStandarPelayananyangterkaitdenganprosespenyampaian pelayanan (service 

delivery) meliputi: 

1. DasarHukum 

Dasar hukum yang melandasi pelayanan publik berdasarkan tugas fungsi dan 

tanggungjawaborganisasiUPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap, 

sebagai berikut: 

• Peraturan Bupati Cilacap Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Cilacap ; 

• Peraturan  Bupati  Cilacap  Nomor  24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah - Dinas Lingkungan Hidup. 

 

2. Persyaratan 

• Persyaratan untuk laboratorium uji harus memenuhi persyaratan dalam 

ISO/IEC 17025:2017 "Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian 

Dan Laboratorium Kalibrasi". 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Kaji Ulang Permintaan, 

Tender dan Kontrak (SOP.CLCP-08) 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pengambilan Sampel 

(SOP.CLCP-10) 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Penanganan Sampel 

(SOP.CLCP-11) 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pelaporan Hasil 

(SOP.CLCP-15) 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Penanganan Pengaduan 

(SOP.CLCP-16) 

• Standart Operating Prosedur Laboratorium tentang Pengendalian Pekerjaan 

Pengujian Yang Tidak Sesuai (SOP.CLCP-16) 

 

3. Sistem, Mekanisme DanProsedur 

Sistem, mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh UPTD Laboratorium 

Lingkungan DLH Kab. Cilacap mengacu pada manajemen ISO/IEC 17025:2017, 

yang terdiri atas Panduan Mutu (PM.CLCP), Standart Operating Prosedur 

(SOP.CLCP) dan Instruksi Kerja (IKA.CLCP dan IKM.CLCP). 

 



4. Jangka WaktuPelayanan 

Waktu penyelesaian pengujian sampel sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat 

laporan hasil uji (LHU) yaitu maksimal 14 hari kerja. 

 

5. Biaya/Tarif 

Biaya/tariff yang dikenakan kepada pengguna jasa layanan produk di UPTD 

Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap untuk Laporan Hasil Uji (LHU) 

mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No.17 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 4 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap. 

 

6. ProdukPelayanan 

Produk pelayanan publik lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

berupa Jasa, nama pelayanan pengujian Laboratorium dan nama Produk 

Pelayanan adalah Laporan Hasil Uji (LHU). 

 

7. SaranaDanPrasarana,dan/atauFasilitas 

Sarana, prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik lingkup 

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap meliputi : 

1. Ruang PimpinanLaboratorium (Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap). 

 Ruanganinidilengkapimejakursikerja,meja kursi tamu, laptop, printer, lemari arsip, 

AC, alat tulis perkantoran, wastafel, toilet, dlsb. 

2. Ruang Staf UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

 Ruanganinidilengkapimejakursikerja,meja kursi tamu, laptop, printer, lemari arsip,  

AC,  alat tulis perkantoran, toilet, dlsb.  

3. Ruangan Tunggu Tamu 

 Ruanganinidilengkapimeja kursi tamu, kotak saran, internet gratis dan toilet. 

4. Ruangan Resepsionis 

 Ruanganinidilengkapimeja resepsionis, kursi kerja, telepon duduk, faximile, alat tulis 

kantor, dlsb . 

5. Ruangan Penyimpanan Sampel 

 Ruanganinidilengkapi lemari pendingin sampel, lemari pendingin arsip sampel 

dan lemari pendingin reagen dan bahan kimia. 

6. Ruangan Peralatan Sampling dan Glassware 

 Ruanganinidilengkapi lemari dan rak penyimpanan alat dan glassware. 

7. Ruangan Preparasi Sampel 

 Ruanganinidilengkapi kursi kerja, oven, desikator, pompa vakum, glassware, 

wadah sampel, dlsb. 

8. Ruangan Pengujian BOD 

 Ruanganinidilengkapi peralatan penunjang pengujian BOD, AC, exhaust dan 

sarana penunjang kebersihan ruangan. 

 

 



9. Ruangan Penyimpanan Bahan Kimia 

 Lemari dan rak penyimpanan bahan kimia, AC, exhaust dan sarana penunjang 

kebersihan ruangan. 

10. Ruangan Pengujian Utama 

 Ruanganinidilengkapi peralatan penunjang berbagai pengujian, AC, exhaust 

dan sarana penunjang kebersihan ruangan. 

11. Ruangan Penimbangan 

 Ruanganinidilengkapi peralatan neraca analitik, dehumidifier, AC, exhaust, kursi 

kerja dan sarana penunjang kebersihan ruangan. 

12. Ruangan Instrumen Spektrofotometer UV-VIS 

 Ruangan ini dilengkapi instrument Spektrofotometer UV-VIS,   Spektrofotometer 

Direct, komputer, printer, UPS, dehumidifier, AC, exhaust, kursi kerja dan 

sarana penunjang kebersihan ruangan. 

13. Ruangan Instrumen Spektrofotometer Serapan Atom 

 Ruangan ini dilengkapi instrument Spektrofotometer Serapan Atom, komputer, 

printer, UPS, dehumidifier, AC, exhaust, kursi kerja dan sarana penunjang 

kebersihan ruangan. 

14. Ruangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 Ruangan ini dilengkapi lemari peralatan K3 dan sarana penunjang kebersihan 

ruangan 

15. Ruangan Rapat 

 Ruangan ini dilengkapi meja, kursi rapat, proyektor dan layar LCD, whiteboard 

dan AC. 

16. Ruangan Dapur 

 Ruangan ini dilengkapi meja, kompor, wastafel, rak peralatan dapur dan 

kebersihan. 

17. Musholla 

18. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 

 Tata ruang Laboratorium uji dengan rincian sesuai dengan tercantum dalam 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2009 tentang 

Laboratorium Lingkungan. 

19. Mobil Sampling 

 

8. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana layanan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. 

Cilacap mengacu pada kualifikasi personel yang terdapat dalam Panduan Mutu 

(PM.CLCP),Standart Operating ProsedurLaboratorium tentang Pengembangan 

Personel (SOP.CLCP-03) dan  pelaksana pelayanan laboratorium uji sudah 

mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan ISO/IEC 17025:2017. 

 

9. Pengawasan Internal 

Pengawasan internal UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap dilakukan 

melalui kegiatan audit internal sesuai dengan Panduan Mutu (PM.CLCP), Standart 

Operating Prosedur Laboratorium tentang Audit Internal (SOP.CLCP-23). 

 



10. PenangananPengaduan,SaranDanMasukan 

Penanganan pengaduan terkait dengan jasa UPTD Laboratorium Lingkungan DLH 

Kab. Cilacap sesuai dengan Panduan Mutu (PM.CLCP),Standart Operating 

ProsedurLaboratorium tentang Penangan Pengaduan  (SOP.CLCP-16), Standart 

Operating ProsedurLaboratorium tentang Tindakan Perbaikan  (SOP.CLCP-22) 

denganprosedursebagaiberikut: 

a. Penanganan Pengaduan 

1) Pengajuan pengaduan 

Pengajuan pengaduan oleh pelanggan berkaitan dengan laporan hasil 

pengujian dapat dilakukan secara lisan dan/atau tulisan ditujukan ke 

Manajer Teknis melalui Manajer Administrasi. 

2) Penyelesaian pengaduan 

Berdasarkan pengaduan pelanggan, Manajer Administrasi melakukan 

verifikasi secara administrasi. Bila materi pengaduan bersifat teknis, maka 

Manajer Teknis menindaklanjuti sesegera mungkin dengan mengadakan 

pembahasan dengan personil terkait di laboratorium yang bertanggungjawab 

terhadap pengujian yang menjadi dasar pengaduan. Jika diperlukan, 

Manajer Teknis dapat meminta Manajer Mutu untuk melakukan verifikasi 

terhadap penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berkaitan dengan 

pengaduan tersebut. 

3) Ketertelusuran rekaman 

Pengaduan diklarifikasi dengan melakukan ketertelusuran rekaman 

pengamatan, perhitungan, dan pengolahan data serta persyaratan 

pelanggan yang tertuang dalam permohonan pengujian. Pemeriksaan 

dilakukan juga terhadap pengambilan sampel (bila diperlukan), preparasi, 

analisis, dan pelaporan. 

4) Pemberitahuan kepada pelanggan 

Bila ternyata tidak ditemukan adanya bukti-bukti terhadap pengaduan 

tersebut, maka Manajer Teknis menjelaskan kepada pelanggan dengan 

tetap menjaga hubungan baik disertakan bukti-bukti yang ada bahwa 

pengaduan tersebut tidak benar adanya. 

5) Pengujian ulang arsip sampel 

Bila mungkin, laboratorium melakukan pengujian arsip sampel sebagai 

pembuktiannya. 

6) Silang pendapat 

Dalam hal terjadi silang pendapat yang tidak terselesaikan, pelanggan dan 

laboratorium dapat mengundang seorang ahli yang independen untuk 

diminta pendapatnya atau ke laboratorium rujukan untuk pengujian arsip 

sampel, bila perlu. 

7) Tindakan perbaikan 

Jika ternyata pengaduan tersebut benar adanya, maka Manajer Teknis 

melakukan tindakan perbaikan berdasarkan persyaratan yang ada Standart 

Operating ProsedurLaboratorium tentang Tindakan Perbaikan  (SOP.CLCP-

22) dan/atau sistem manajemen mutu laboratorium sampai didapat 

kesepakatan serta kepuasan pelanggan. 

 

 



b. Saran dan Masukan 

1) Komunikasi dengan pelanggan 

Manajer Administrasi dan personil terkait memelihara komunikasi dengan 

pelanggan sepanjang pelaksanaan permintaan, tender atau kontrak serta 

memberitahukan kepada pelanggan setiap adanya keterlambatan atau 

penyimpangan yang besar dalam pelaksanaan pengujian. Selain itu, 

Manajer Administrasi dan personil terkait menerapkan pengaturan yang 

efektif untuk komunikasi dengan pelanggan berkaitan dengan: 

a) pertanyaan, penanganan permintaan, tender atau kontrak, termasuk 

perubahan; 

b) umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan. 

2) Survey pelanggan 

Manajer Administrasi berupaya untuk mencari umpan balik baik positif 

maupun negatif dari pelanggannya berkaitan dengan persepsi pelanggan 

tentang kinerja laboratorium. Umpan balik tersebut digunakan dan dianalisis 

untuk meningkatkan sistem manajemen, kegiatan pengujian serta pelayanan 

pelanggan. 

3) Tata Cara Pelaksanaan & Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan 

a) formulir (FSOP.CLCP-16.2) tentang Survey Kepuasan Pelanggan 

dikirim atau didistribusikan bersamaan dengan Laporan Hasil Analisa; 

b) distribusi dilakukan melalui media elektronik (email atau telepon), jika 

melalui telepon maka Personil Administrasi bertugas untuk 

memindahkan hasil survey tersebut ke dalam Form FSOP.CLCP-16.2; 

c) setelah form FSOP.CLCP-16.2 diisi oleh pelanggan, dilakukan evaluasi 

survey kepuasan pelanggan oleh personil administrasi (FSOP.CLCP-

16.3) 

d) pelaksanaan Rekapitulasi Evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan 

dilakukan dua kali dalam 1 tahun atau 2 periode selama 1 tahun. Berikut 

perhitungan untuk rekapitulasi evaluasi survey kepuasan pelanggan : 

 

%100
48

Re% x
xJumlah

Total
rata

Kuesioner

Nilai=  

 

11. JumlahPelaksana 

Jumlah Pelaksana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap sebanyak 11 

orang yang terdiri atas : Manajer Puncak(MP),Manajer 

Administrasi(MA),ManajerMutu(MM),Manajer Teknis (MT), Penyelia Sampling, 

Penyelia Laboratorium, Analis, Administrasi dan Petugas Pengambil Sampel. 

12. JaminanPelayanan 

Jaminan pelayanan yang diberikan berupa sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) yang 

valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

 

 

 



13. JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan 

Jaminan keamanan yang diberikan dalam pelayanan UPTD Laboratorium 

Lingkungan DLH Kab. Cilacap berupa petugas pengambil sampel dengan peralatan 

K3, penerima sampel dengan preparasi dan pengujian sampel yang sesuai metode 

yang benar, keamanan kantor (penjaga malam), penyediaan tabung pemadam 

kebakaran. 

14. Evaluasi KinerjaPelaksana 

Pelaksana pelayanan publik di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Cilacap 

terdiri atas Manajer Puncak(MP),Manajer 

Administrasi(MA),ManajerMutu(MM),Manajer Teknis (MT), Penyelia Sampling, 

Penyelia Laboratorium, Analis, Administrasi dan Petugas Pengambil Sampel, 

dimana masing-masing petugas pelayanan publik memiliki tugas masing-masing 

yang sudah ditetapkan dalam Panduan Mutu Laboratorium (PM.CLCP). Dalam 

memberikan pelayanan, pelaksana pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH 

Kab. Cilacap memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak 

lain yang bukan tugasnya, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembelaan terhadap 

pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Kewajiban yang diemban kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan 

kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan, memberikan 

pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik UPTD 

Laboratorium Lingkungan DLH Kab.Cilacap dilaksanakan melalui penilaian hasil 

penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri melalui 

rapat Kaji Ulang Manajemen dengan dan Standart Operating Prosedur Kaji Ulang 

Manajemen (SOP.CLCP-24).Kaji ulang manajemen dilakukan dalam rangka 

memastikan kesinambungan, kesesuaian, efektivitas system manajemen, 

mengetahui perubahan dan pengukuran peningkatan kinerja laboratorium. 

 

Kajiulangmanajemendilaksanakan1(satu)tahunsekalidirencanakanolehManajer 

Mutu dan dipimpin oleh Manajer Puncak, Kaji ulang manajemen dilaksanakan 

dengan memperhitungkan: 

1) perubahan isu internal dan eksternal; 

2) pemenuhan sasaran; 

3) kesesuaian kebijakan dan prosedur; 

4) status tindakan kaji ulang manajemen sebelumnya; 

5) dampak dari audit internal yang terbaru; 

6) tindakan perbaikan; 

7) penilaian oleh badan eksternal; 

8) perubahan volume/jenis perkerjaan; 

9) tanggapan pelanggan dan personel; 

10) pengaduan; 

11) kecukupan sumber daya; 



12) efektifitas peningkatan yang diimplementasikan; 

13) hasil identifikasi risiko; 

14) dampak jaminan validitas hasil; 

15) faktor relevan lainnya, seperti pemantauan pelatihan. 

 

Hasil yang diperoleh dari kaji ulang manajemen mencakup keputusan dan tindakan 

apapun yang berkaitan dengan: 

1) efektifitas sistem manajemen dan prosesnya; 

2) peningkatan pemenuhan ISO/IEC 17025;  

3) kebutuhan pelanggan; dan 

4) penyediaan sumber daya yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


